SALINAN

GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

1.

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi perlu dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintanh Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);

11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

12.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
210)

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956)

16.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan

Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal;

17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAMBI  NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah



Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita daerah Provinsi Jambi Tahun
2018 Nomor 34), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu)
angka yakni angka 13a, serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka
25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

2

10.

11.

12.

Provinsi adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat dengan DPM-PTSP adalah DPM-
PTSP Provinsi Jambi.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai tahap penerbitan dokumen yang dilakukan
secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama
pemberi wewenang.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun
Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.



13.

13a

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang
melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas
kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti
untuk mendukung dikeluarkannya ijin dalam bentuk
Rekomendasi.

Rekomendasi Teknis adalah Rekomendasi dari instansi terkait
tentang persetujuan untuk penerbitan izin.

Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan
nonperizinan, termasuk penanda tanganannya atas nhama
penerima wewenang.

Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE
adalah pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang diberikan
melalui PTSP secara elektronik.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem
pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara
Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan
Nonperizinan dengan Pemerintah daerah.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai
kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang
mempunyai kewenanngan memberikan rekomendasi atas
penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

Jenis Pelayanan adalah perizinan dan nonperizinan yang
dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Waktu Pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses perizinan dan nonperizinan.

Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP
adalah Acuan serta pedoman dalam suatu pekerjaan sesuai
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima
pelayanan.

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang
mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan, dan
nonperizinan secara administrasi dilaksanakan oleh DPM-PTSP.

Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terintegrasi secara Elektronik melalui OSS.

Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui non oss.

Izin non OSS tetap diwajibkan mendaftar secara online untuk
mendapatkan NIB.

Daftar perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

(1)

(2)

Pasal 8

Semua jenis perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Jenis Perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor:
penanaman modal
Ketahanan Pangan
pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
ketenagakerjaan
perkoperasi, usaha kecil dan menengah
pertanian
perkebunan
pariwisata dan kebudayaan
kesehatan
ketenagalistrikan /pertambangan dan energi sumber daya
mineral
kelautan dan perikanan
perindustrian
. perdagangan
lingkungan hidup
kehutanan
perhubungan
pendidikan
komunikasi dan informatika
penelitian daerah
pertanahan
. sosial

- TQ 0 Q00
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4. Ketentuan Lampiran Il dihapus.



Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,
ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinye
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL  DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS, PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN NON OSS

NO SEKTOR MELALUI OSS NON OSS
1. | Pekerjaan Umum A.Sub. Bidang Bina
dan Perumahan Marga
Rakyat 1. lzin Pemakaian
Bahu Jalan
Pemasangan

Papan Reklame,
Neon Box yang
Terkena Jalan
Provinsi.

2. lzin Pemakaian
Tanah pada
Ruang Milik
Jalan (RUMIJA)
Provinsi.

3. Izin Galian untuk
Penempatan
Kabel Serat Optic
dan Pipa.

4. lzin Jalan Khusus
Lintas Provinsi.

5. Izin Jalan Bebas
Hambatan Lintas
Kab/Kota.

B.Sub. Sumber Daya
Air

1. Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air.

2. 1zin Penggunaan
Sumber Daya Air.

3. lzin Pengambilan
Air Permukaan.




Ketenagakerjaan

Izin Operasional

Perusahaan
Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh.
Perkoperasi dan | 1. I1zin Usaha Simpan
UKM Pinjam.
. lzin Pembukaan
Kantor Cabang
Koperasi  Simpan
Pinjam.
Pertanian . Sub Bidang Rekomendasi
Hortikultura kesesuaian
. lzin Usaha E/lerl(incanaan
Tanaman Pangan. axro
Pembangunan
. lzin Usaha Perkebunan.
Hortikultura. Rekomendasi
. Sub Bidang Pemasukan
Peternakan dan/atau
.1zin pemasukan Pengeluaran
ternak potong

dan  pengeluaran
sumber daya
genetik.

.lzin Pemasukan

dan  Pengeluaran
Benih/Bibit
Ternak.

. lzin Usaha

Peternakan.

.lzin Pemasukan

dan  Pengeluaran
Obat Hewan.

.lzin Pemasukan

dan  Pengeluaran
Hewan Peliharaan.

. Rekomendasi

pemasukan dan
pengeluaran
produk hewan.

.lzin Pemasukan

dan  Pengeluaran
Bahan Pakan Asal
Hewan dan
Tumbuhan.

. Rekomendasi

pemasukan dan
pengeluaran
ternak ruminansia
dan babi.

antar provinsi dan
pulau.

Rekomendasi
Pemasukan
dan/atau
Pengeluaran
unggas antar
Provinsi/Pulau.

Rekomendasi
pemasukan
dan/atau
pengeluaran
DOC/DOD/puyu
h antar
provinsi/pulau.

Rekomendasi
Pembangunan
Laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner di
Daerah Provinsi.

Persetujuan
Pendaftaran
Pangan
Asal
Dalam
Yang
Sertifikat

Segar
Tumbuhan
Negeri
Memiliki




C. Sub
Perkebunan

Bidang

Izin Usaha
Perkebunan

Jaminan Mutu
Ketahanan

Pangan (JMKP).

Persetujuan
Pendaftaran
Produk Pangan
Segar Asal
Tumbuhan Dalam
Negeri yang tidak
Memiliki Sertifikat
Jaminan Mutu
Keamanan
Pangan (Non
Sertifikat JIMKP).

Sertifikat Prima.

Pariwisata
Kebudayaan

dan

1. Tanda Daftar
Usaha Pariwisata.

2. Sertifikat Usaha.

1. 1zin Operasional

Pramuwisata.

.lzin Membawa

Museum
Daerah

Benda
keluar
Provinsi.

. Rekomendasi Usulan

Seni,
untuk

Kerja Industri
Budaya
dipatenkan.

. Rekomendasi

Pengisian Kesenian
Dalam Rangka Kerja
sama luar negeri.

. Rekomendasi

Persyaratan Dasar
Penggolongan Kelas
Hotel.

Kesehatan

1. SertifikatDistribusi
Cabang Farmasi.

2.1zin Usaha Kecil
Obat Tradisional.

3. Sertifikat
Distribusi
Kesehatan.

Cabang
Alat

4. 1zin Mendirikan
Rumah sakit Type
B.

5.1zin Operasional
Rumah Sakit Kelas
B.

6. Izin Operasional
Laboratorium
KlinikUmumMadya

Izin Penyelenggaraan
Unit Transfusi
Darah.




Ketenagalistrikan/
Pertambangan dan
Energi Sumber
Daya Mineral

Ketenagalistrikan

1. 1zin

UsahaPenyediaan
Tenaga Listrik
(IUPTL).

2. Izin Operasi.

.lzin Usaha Jasa

Penunjang Tenaga
Listrik.

. Sertifikat Laik
Operasi (SLO).
. Surat Izin

Pengambilan  Air
Tanah.

Mineral Logam Dan

Batubara

1. lIzin Usaha
Pertambangan
Operasi  Produksi
Untuk  Penjualan
(IUP Operasi
Produksi Untuk
Penjualan).

2. IUP/IUPK
Eksplorasi Yang

Tidak Menemukan
Potensi

Sumberdaya
Mineral Atau
Batubara Dalam
Kegiatan
Eksplorasi.
IUP/IUPK
Eksplorasi Yang
Telah
Mendapatkan
Persetujuan Studi
Kelayakan.
Penerbitan
Perubahan
Susunan Direksi
dan/atau
Komisaris Badan
Usaha.

Penerbitan
Perubahan Saham,
Direksi dan
Komisaris yang
Diterbitkan oleh
Gubernur untuk
Kegiatan Usaha
Pertambangan
Mineral dan
Batubara.
Penerbitan, Serta
Perpanjangan Izin
Usaha Jasa
Pertambangan
(IUJP).

Penerbitan, serta
Perpanjangan Izin
Usaha
Pertambangan
Operasi  Produksi
Khusus Untuk

Pengangkutan dan
Penjualan (IUP




Operasi  Produksi

Khusus untuk
Pengangkutan dan
Penjualan).

8. Penerbitan, dan
Perpanjangan Izin
Usaha
Pertambangan
Operasi  Produksi
Khusus untuk
Pengolahan
dan/atau
Pemurnian (IUP
Operasi  Produksi
Khusus untuk
Pengolahan
dan/atau
Pemurnian).

9. Penerbitan, Serta
Perpanjangan Izin
Usaha
Pertambangan
Khusus Operasi
Produksi (IUPK
Operasi Produksi).

10. Penerbitan, serta
Perpanjangan Izin
Usaha
Pertambangan
Operasi  Produksi
(IUP Operasi
Produksi).

11. Penerbitan Izin
Usaha
Pertambangan
Khusus Eksplorasi
(lupk Eksplorasi).

12. Penerbitan Izin
Usaha
Pertambangan
Eksplorasi (lUP
Eksplorasi).

13. Persetujuan
Program Kemitraan
penetapan Harga
Patokan Mineral
Bukan Logam Dan
Batuan.

Geologi

1. Penetapan Zona
Konservasi Air

Tanah Pada




Cekungan Air
Tanah Dalam
Daerah Provinsi.

Penerbitan Izin
Pengeboran, Izin
Penggalian, Izin
Pemakaian, Dan

Izin Pengusahaan
Air Tanah Dalam
Daerah

. Provinsi.Penetapan

Nilai Perolehan Air
Tanah Dalam
Daerah Provinsi.

Kelautan
Perikanan

dan

1. Surat lIzin Usaha

Perikanan (SIUP).
2. Surat Izin
Penangkapan lkan
(SIPI).
3. Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan
(SIKPI).

. Pengelolaan Ruang

Laut Sampai
Dengan 12 Mil Di
Luar Minyak Dan
Gas Bumi.

. Penerbitan Izin Dan

Pemanfaatan

Ruang Laut Di
Bawah 12 Mil Di
Luar Minyak Dan
Gas Bumi.

. Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir
Dan Pulau-Pulau
Kecil.

. Pendaftaran Kapal

Perikanan Di Atas 5
Gt Sampai Dengan
30 Gt.

. Penerbitan Izin
Pengadaan Kapal
Penangkap Ikan
Dan Kapal

Pengangkut Ikan
Dengan Ukuran Di
Atas 5 Gt Sampai
Dengan 30 Gt.

. Pengelolaan

Penangkapan lkan
Di Wilayah Laut
Sampai Dengan 12
Mil.

. Penerbitan I1zin
Usaha Perikanan
Tangkap Untuk

Kapal Perikanan




10.

Berukuran Di Atas
5 Gt Sampai
Dengan 30 Gt.

. Penetapan  Lokasi
Pembangunan
Serta Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan Provinsi.

. Penerbitan Izin
Pengadaan Kapal
Penangkap Ikan
Dan Kapal

Pengangkut Ikan
Dengan Ukuran Di
Atas 5 Gt Sampai
Dengan 30 Gt.

Pendaftaran Kapal
Perikanan Di Atas 5
Gt Sampai Dengan
30 Gt.

9. | Perindustrian 1. Rekomendasi lIzin Izin Penimbunan
Usaha Industri. Tanki Tanam.
2. Izin Tanki Tanam.
3. 1zin usaha
industri.
4. 1zin perluasan.
5.1zin perluasan
kawasan industri.
6. Rekomendasi izin
usahan industri
minuman
beralkohol.
10. | Perdagangan 1. Angka Pengenal | 1. Penertiban Surat
Importir(API) Izin Usaha
2. Rekomendasi Perdagangan
perdagangan Minuman Beralkohol
bahan berbahaya Toko Bebas Bea Dan
Rekomendasi
Penerbitan Siup-Mb
Bagi Distributor.
2. Penerbitan Surat
Izin Usaha
Perdagangan Bahan
Berbahaya Pengecer
Terdaftar,
Pemeriksaan Sarana
Distribusi Bahan
Berbahaya, Dan
Pengawasan
Distribusi,
Pengemasan Dan
Pelabelan Bahan
Berbahaya.
11. | Lingkungan Hidup 1. Lingkungan. Rekomendasi lisensi




Surat Pernyataan

Komisi Penilai Amdal

kesanggupan Kabupaten/Kota.
Pengelolaan dan

Pemantauan

Lingkungan hidup

(SPPL).

.1zin Pengelolaan
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun (Limbah
B3) untuk Usaha
Jasa.

.1zin Operasional
Pengelolaan
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun (Limbah
B3) untuk
Penghasil.

. Rekomendasi
Pengelolaan
Limbah B3 untuk
pengangkutan
limbah B3.

. Persetujuan
Pelaksanaan Uji
Coba Pemanfaatan
Limbah B3.

. Persetujuan
Pelaksanaan Uji
Coba Pengolahan
Limbah B3.

Izin Pembuangan
Air Limbah.

. Izin Emisi.

12. | Kehutanan . Izin Usaha | 1. Izin Pemanfaatan
Pemanfaatan Kayu (IPK) pada
Kawasan Silvo Areal APL yang telah
Pastura Pada dibebani Izin
Hutan Produksi Peruntukan.
dan Hutan

Lindung (IUPK
Silvopastura).

. 1zin Usaha
Pemanfaatan
Kawasan Silvo
Fishery Pada
Hutan Produksi
dan Hutan

Lindung (IUPK
Silvo Fishery).

. Izin  Pemungutan

Hasil Hutan Kayu
pada Hutan

.IPK dan HPK yang

telah dikonservasi
atau tukar menukar
kawasan hutan.

.Izin Pemungut Hasil

Hutan Bukan Kayu

(IPHHBK) pada
Hutan Hak.
.Izin Pengumpul

Hasil Hutan Bukan
Kayu (IPHHBK) pada
Hutan Hak.

5. Persetujuan




Produksi.

Pembuatan Koridor.

4.1zin Pemungutan | 6. Persetujuan
Hasil Hutan Bukan Penggunaan Koridor.
gayu pgda Hutan 7.Rekomendasi Dalam

rOdUKS.' dan Rangka Permohonan
Hutan Lindung. I7i o .
zin Pinjaman Pakali

5. 1zin Usaha Kawasan Hutan
Pemanfaatan Hasil (IPPKH).

;I;;Zn BUKanHlﬁgﬁ 8. Rekomendasi Izin
Produksi dan Usa_ha Pemanfaatan
Hutan Lindung Hasil H_utan _Kayu

’ Restorasi Ekosistem

6. Izin Usaha Industri (IUPHHK- HTI) pada
Primer Hutan Kayu Hutan Produksi.
(IUIPHHK). 9. Rekomendasi

7. 1zin Usaha Industri Gubernur dalam
Primer Hutan Rangka Tukar
Bukan Kayu Menukar Kawasan
(IUIPHHBK). Hutan.

13. | Perhubungan Perhubungan Darat:

1. Izin 1. Penetapan rencana
Penyelenggaraan induk jaringan
Prasarana LLAJ Provinsi.
Perkeretaapaian 2. Penyediaan
Umum. perlengkapan jalan

2 1zin di jalan provinsi.

3. Pengelolaan

Penyelenggaraan
Sarana
Perkeretaapian
Umum.

3. 1zin
Penyelenggaraan
Pelabuhan Sungai
dan Danau.

4. 1zin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang.

5. 1zin
Penyelenggaraan
Pelabuhan
Penyeberangan.

Usaha
Sungai

6. Izin
Angkutan
dan Danau.

7. Persetujuan
Pengoperasian
Angkutan Sungai
dan Danau lintas
antar propinsi

terminal penumpang
tipe B.

4 Pelaksanaan

5.Persetujuan

. Audit dan

manajemen dan
rekayasa lalu lintas
untuk jaringan jalan
provinsi.

hasil
analisis dampak lalu
lintas untuk jalan
provinsi.

inspeksi
keselamatan LLAJ di
jalan.

. Penyediaan

angkutan umum
untukjasa angkutan
orang dan/atau
barang antar Kkota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

. Penetapan kawasan

perkotaan untuk
pelayanan angkutan
perkotaan yang
melampaui batas 1




dan/atau antar

Negara.

8. Persetujuan
Penyelenggaraan
Terminal Barang.

9. Persetujuan
Pengoperasian
Kapal Angkutan
Penyeberangan.

10.Persetujuan Hasil
Analisis Dampak
Lalu Lintas.

11.Pengoperasian
Angkutan Barang
Khusus.

12.1zin
penyelenggaraan
pelabuhan sungai
dan danau.

13. Izin
penyelenggaraan

angkutan orang.

14. I1zin
penyelenggaraan
pelabuhan
penyeberangan.

15. sungai dan danau.
Izin usaha
angkutan

16.Akreditasi unit
pelaksana uji
berkala kendaraan
bermotor.

17. Tanda daftar
badan usaha
penyedia dan
pembuat
perlengkapan
jalan.

18. Sertifikat Uji Tipe
(SUT).

19. Sertifikat

Registrasi Uji Tipe
(SRUT).

Sertifikasi bengkel
BBG.

20.

21. Sertifikasi instalasi

rancang bangun

(satu) Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

9. Penetapan rencana
umum jaringan
trayek antarkota
dalam Daerah
provinsi dan
perkotaan yang
melampaui batas 1
(satu) Daerah
kabupaten/kota.

10.Penetapan rencana
umum jaringan
trayek pedesaan
yang melampaui 1
(satu) Daerah
kabupaten dalam 1
(satu) Daerah
provinsi.

11.Penetapan wilayah
operasi angkutan
orang dengan
menggunakan taksi
dalam kawasan
perkotaan yang
wilayah operasinya
melampaui Daerah
kota/kabupaten
dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.
12.Penerbitan
penyelenggaraan
angkutan orang
dalam trayek lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
Penerbitan izin
penyelenggaraan
angkutan taksi yang
wilayah operasinya
melampaui lebih
dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

izin

13.

14.Penetapan tarif
kelas ekonomi
untuk angkutan
orang yang melayani
trayek antarkota
dalam Daerah




24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

pada kendaraan
bermotor,
pengesahan
rancang bangun
dan rekayasa
kendaraan
bermotor;

22 .Sertifikat

kompetensi
penguji kendaraan
bermotor.

23.Sertifikasi standar

pelayanan minimal
(spm) angkutan
penyeberangan
lintas
antarprovinsi
dan/atau
antarnegara.

Sertifikasi
kompetensi
penyusun analisis
dampak lalu lintas.

Izin usaha
angkutan orang
dalam trayek.

izin usaha
angkutan tidak
dalam trayek.

Izin trayek/operasi
angkutan umum.

Izin penetapan
lokasi pelabuhan
penyeberangan

(pelayaran antar
provinsi dan lintas
batas negara).

izin pembangunan
pelabuhan
penyeberangan
(pelayaran antar
provinsi dan lintas
batas negara).

Izin pengoperasian
pelabuhan
penyeberangan
(pelayaran antar
provinsi dan lintas
batas negara).

Perhubungan Laut:

15.

provinsi serta
angkutan perkotaan
dan perdesaan yang
melampaui 1 (satu)
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
Rekomendasi
Rubah bentuk.

. Rekomendasi

Rubah sipat.




Izin Pelabuhan
Umum.

Izin Usaha
Angkutan Laut.

Izin Usaha
Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat
(Angkutan di
Perairan).

Izin Usaha Jasa
Terkait dengan
Angkutan di
Perairan.
Persetujuan
Perusahaan
Salvage dan

Pekerjaan Bawah
Air.

Persetujuan
Kegiatan Kerja
Keruk dan atau
Reklamasi.

Surat Izin
Membangun,

Memindahkan
dan Membongkar
Bangunan
dan/atau
Instalasi.

. lzin Terminal

Khusus/TUKS.

1. Penerbitan izin

usaha angkutan laut
bagi badan usaha
yang berdomisili
dalam wilayah dan
beroperasi pada
lintas pelabuhan
antar-Daerah
kabupaten/ kota
dalam wilayah
Daerah provinsi.

. Penerbitan izin

usaha angkutan
laut pelayaran
rakyat bagi orang
perorangan atau
badan usaha yang
berdomisili dan yang
beroperasi pada
lintas pelabuhan
antar-Daerah
kabupaten/kota
dalam Daerah
provinsi, pelabuhan
antar-Daerah

provinsi, dan
pelabuhan.

. Penerbitan izin
trayek
penyelenggaraan
angkutan sungai

dan danau untuk
kapal yang melayani
trayek antar-Daerah

kabupaten/kota
dalam Daerah
provinsi yang
bersangkutan.
Penetapan lintas
penyeberangan dan
persetujuan

pengoperasian kapal
antar-Daerah

kabupaten/kota

dalam Daerah
provinsi yang
terletak pada

jaringan jalan

provinsi dan/atau
jaringan jalur kereta
api provinsi.




4. Penetapan lintas
penyeberangan dan
persetujuan
pengoperasian
untuk kapal yang
melayani
penyeberangan
lintas pelabuhan
antar-Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

5. Penerbitan izin
usaha jasa terkait
berupa bongkar
muat barang, jasa
pengurusan
transportasi,
angkutan perairan
pelabuhan,
penyewaan

peralatan angkutan
laut atau peralatan
jasa terkait dengan
angkutan laut, tally
mandiri, dan depo
peti kemas.

6. Penetapan tarif
angkutan
penyeberangan
penumpang kelas
ekonomi dan
kendaraan beserta
muatannya pada
lintas
penyeberangan
antarDaerah
kabupaten/kota
dalam Daerah
provinsi.

7. Penetapan rencana
induk dan
DLKR/DLKP
pelabuhan
pengumpan
regional.

8. Pembangunan,
penerbitan izin
pembangunan dan
pengoperasian
pelabuhan
pengumpan
regional.

9. Pembangunan dan
penerbitan izin




pelabuhan sungai
dan danau yang

melayani trayek
lintas Daerah
kabupaten/kota

dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

10.Penerbitan izin

usaha badan usaha
pelabuhan di
pelabuhan
pengumpan

regional.

11.Penerbitan izin

pengembangan
pelabuhan untuk
pelabuhan
pengumpan

regional.

12.Penerbitan izin

pengoperasian
pelabuhan selama
24 jam untuk
pelabuhan
pengumpan

regional.

13.Penerbitan izin

pekerjaan
pengerukan di
wilayah perairan
pelabuhan
pengumpan

regional.

14.Penerbitan izin

reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan
pengumpan
regional.

15. Penerbitan izin

pengelolaan
terminal untuk
kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam
DLKR/DLKP
pelabuhan
pengumpan
regional.

14.

Pendidikan

1. 1zin Pendirian
Satuan Pendidikan
Formal yang

diselenggarakan
oleh Masyarakat.

2. Izin  Penambahan
dan Perubahan
Program Keahlian




pada SMK.

3. 1zin Operasional
Satuan Pendidikan
Kerjasama (SPK).

4. Izin
Penyelenggaraan
Pendidikan
Nonformal.
5. 1zin
Penyelenggaraan
Pendidikan
Nonformal dengan
Modal Asing.
15. | Komunikasi dan Izin
Informatika Penyelenggaraan
Pos Provinsi
16. | Penelitian Surat keterangan
Penelitian.(SKP)
17. | Pertanahan Izin lokasi lintas
Kab/Kota
18. | Sosial 1. Izin pengumpulan

Uang atau barang

2. Rekomendasi
undian gratis
berhadiah

3. Rekomendasi
Pengumpulan Uang
atau barang

4. Surat Tanda
Pendaftaran(STP)
Oraganaisasi
Sosial/Yayasan/LS
M-UKS.

5. Surat Tanda
Pendaftaran Ulang
(STPU) organisasi
Sosial/Yayasan/LS
M-UKS.
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